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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kita kesempatan untuk menyusun dan menerbitkan 

buku ini, dengan judul “Hukum tentang Perkawinan Islam. Buku ini 

hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum dalam 

perkawinan Islam, yang merupakan salah satu pilar penting dalam 

kehidupan sosial dan spiritual umat Muslim. Perkawinan dalam Islam 

bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, melainkan juga 

merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab yang mengikat 

dua keluarga serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

pemahaman yang tepat mengenai hukum perkawinan sangatlah 

penting, baik untuk membina rumah tangga yang harmonis maupun 

untuk menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh syariat.  

Dalam buku ini, kami berusaha menyajikan berbagai aspek 

hukum perkawinan, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, tujuan 

dan hikmah perkawinan, perkawinan yang dilarang, hak dan 

kewajiban suami istri, hingga problematika hukum perkawinan Islam 

kontemporer. Kami juga mengangkat isu-isu kontemporer yang 

relevan dengan perkembangan zaman, agar pembaca dapat melihat 

hukum perkawinan dalam konteks yang lebih luas. 

Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang 

bermanfaat bagi para pembaca, baik bagi pasangan yang akan 

menikah, akademisi, maupun praktisi hukum. Kami berharap agar 

pengetahuan yang disajikan dalam buku ini dapat membantu 

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sesuai 

dengan ajaran Islam. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan 

buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati usaha kita semua. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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qiyas merupakan suatu perangkat untuk melakukan ijtihad. Dalam 

posisi ini, qiyas menempati rangking keempat sebagai dalil hukum 

Islam. 

Secara etimologi, qiyas merupakan bentuk masdar dari kata 

qâsa- yaqîsu ( يقيس  –قاس   ) yang artinya ukuran, mengetahui ukuran 

sesuatu (Ahmad Warsono Munawwir, 1984). Amir Syarifudin 

menjelaskan bahwa qiyas berarti qodaro (قدر) yang artinya 

mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. 

Sebagai contoh, "Fulan Meng-qiyas-kan baju dengan lengan 

tangannya", artinya membandingkan antara dua hal untuk 

mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti 

"menyamakan", dikatakan "Fulan meng-qiyas-kan extasi dengan 

minuman keras", artinya menyamakan antara extasi dengan 

minuman keras (Amir Syarifuddin, 1997:144). 

Adapun arti qiyas secara terminologi menjadi perdebatan 

ulama, antara yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalian 

hukum yang harus tunduk pada nash, dan yang mengartikan qiyas 

sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nash. Menurut 

ulama ushul fiqh, Pengertian qiyas secara terminologi sebagaimana 

yang dipaparkan Amir Syarifuddin terdapat beberapa definisi, 

diantaranya: 

a. Al-Ghazali dalam al-Mustasfa mendefinisikan qiyas: 

ي إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جا مع بينهمامن  
حمل معلوم على معلوم ف 

 إثبات حكم أو نفيه عنهما 

“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang 

diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau 

meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang 

sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau 

peniadaan hukum.” 

b. Abu Zahrah mendefinisikan qiyas sebagai berikut: 

اكها   إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لإشير

ي علة الحكم
 ف 

 “Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang 

hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena 

keduanya berserikat dalam ‘Illat hukum.” 
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2010) Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nash yang 

dimaksud barulah dilakukan qiyas. Menurut Imam Syafi’i, tidak 

boleh melakukan qiyas kecuali orang yang telah berhasil memiliki 

alat-alat qiyas, yaitu; mengetahui hukum-hukum al-Qur’an yakni 

fardu (kewajiban), adab (kesusasteraan), nasikh mansukh (yang 

menghapus dan yang dihapus), ‘amm-khas (umum-khusus), irsyad 

(petunjuk) dan nadb-nya (anjurannya) (Abdul Karim alKhatib:87-

88). 

Dalam masalah perkawinan, misalnya, hukum tentang status 

anak yang lahir melalui teknologi reproduksi modern dapat 

ditentukan melalui qiyas berdasarkan hukum-hukum tentang 

nasab. 

 

 

 

************** 
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Sekilas tentang Hukum Perkawinan di Indonesia  

Hukum Perkawinan di Indonesia memiliki karakteristik yang khas 

dikarenakan Indonesia mengalami fase-fase dari mulai masa 

penjajahan sampai dengan pasca kemerdekaan. Hukum perkawinan 

yang notabene merupakan awal dari adanya hak dan kewajiban suami 

istri tentu dari zaman dahulu menjadi sorotan. 

Ditambah hukum perkawinan Islam yang tidak dapat dipisahkan 

dari perkembangan Islam di Indonesia, yang diketahui Islam masuk ke 

Indonesia abad ke-7 hingga abad ke-13 yang menurut  sejarah Islam 

masuk ke Indonesia dari jalur Ghuzarat. Sehingga mempengaruhi 

corak fikih yang berkembang di Indonesia. 

Sejarah bangsa Indonesia juga tercatat pernah dijajah oleh 

Belanda dan Jepang yang pada masa ini mengakibatkan adanya hukum 

dan administrasi Perkawinan di Indonesia memiliki corak beragam 

sesuai dengan negara yang menjajahnya. 

Dalam pembahasan ini penulis akan membatasi sejarah Hukum 

Perkawinan Islam bermula dari masa penjajahan, pasca kemerdekaan 

dan kaitan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dengan 

mengetahui perkembangan sejarah Hukum Perkawinan Islam ini 

diharapkan pembaca dapat mengetahui benang merah dalam sejarah 

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 

 

Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada Masa 

Penjajahan 

1. Masa Penjajahan Belanda di Indonesia 

Pada masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku 

adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-

aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam. (Moh. 

Hatta,2008: 156) Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 

untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. 

Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab Tjicebonshe Rechtsboek. 

Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat 

Compendium tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC 

disahkan suatu Compendium sendiri. Pada masa Pemerintahan 

Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa 
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dengan mengangkat Bustanul sebagai Pemimpin Umum yang 

anggotanya meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan 

Departemen Agama.  

Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, 

cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang 

ditindaklanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No. 1 Tahun 

1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi 

Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II 

tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut 

ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 

tanggal 22 Juli 1991.46  

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia 

tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan 

agama,karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan 

Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, 

telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan 

mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI 

diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam 

Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia. Jadi 

tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam 

yang ingin melaksanakan Hukum Islam. 

 

3. Revisi Undang-Undang Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

tahun 2019 mengalami revisi atau perubahan dikarenakan adanya 

putusan di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan batas usia 

yang ingin disamakan antara laki-laki dan perempuan sehingga 

disahkan Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang 

Perkawinan yaitu adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini terdapat 

kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan karena 

menjadikan batas usia nikah baik laki-laki maupun perempuan jadi 

18 tahun. 
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Interaksi rumit antara dimensi spiritual dan sosial 

mendefinisikan lembaga pernikahan dalam tradisi Islam. Pernikahan 

bukan sekadar kontrak sosial-budaya tetapi juga ikatan suci yang 

mendorong pertumbuhan emosional dan spiritual di antara pasangan. 

Dalam Islam, hubungan ini digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai 

hubungan yang penuh ketenangan, sebab pasangan suami istri saling 

menjadi pakaian bagi satu sama lain memberikan perlindungan, 

kehangatan, dan kebersamaan. Metafora ini menekankan sifat holistik 

dari ikatan pernikahan, menunjukkan bahwa di luar kewajiban hukum 

dan praktis, pernikahan merupakan tempat perlindungan bagi 

keintiman dan kemitraan. Selain itu, ketokohan institusi dalam ajaran 

Islam mencerminkan perannya dalam membina struktur keluarga 

yang penting bagi stabilitas komunitas, di mana nilai-nilai etika, moral, 

dan spiritual ditransmisikan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, 

memahami tujuan pernikahan dalam Islam mengundang penghargaan 

yang lebih dalam terhadap kebijaksanaannya, menekankan tidak 

hanya pemenuhan pribadi tetapi juga kohesi masyarakat secara 

kolektif. 

Pusat ajaran Islam adalah signifikansi mendalam dari pernikahan 

sebagai institusi spiritual dan sosial. Ini mencerminkan prinsip saling 

menghormati, cinta, dan dukungan, selaras dengan kerangka etika 

Islam yang lebih luas. Proses pernikahan dalam Islam bukan hanya 

komitmen pribadi tetapi juga komitmen komunitas yang mendorong 

harmoni sosial dan kesinambungan. Salah satu aspek kunci dari 

komitmen ini adalah peran keterlibatan keluarga dan komunitas, yang 

sering kali terwujud melalui tradisi yang telah mapan yang 

menegakkan nilai-nilai ini. Misalnya, tradisi Mubeng Asem di kalangan 

orang Jawa, seperti yang diilustrasikan dalam penelitian dari desa 

Kuryokalangan, mencerminkan pentingnya rasa syukur dan 

penghormatan dalam hubungan keluarga saat keluarga bertransisi ke 

fase pernikahan yang baru (Rohman et al., 2023). Ini menekankan 

ajaran penting dalam Islam: bahwa pernikahan harus meningkatkan 

dan melindungi ikatan komunitas, pada akhirnya memperkuat konsep 

jaringan dukungan, yang penting untuk kehidupan keluarga yang 

sehat. 

Pernikahan dalam Islam melampaui sekadar persatuan fisik 

antara dua individu; ia sarat dengan makna spiritual yang mendalam 
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kepuasan jasmaniah dan rohaniah, seperti kasih sayang, 

ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup. 

3. Menghindarkan dari dekadensi etika. Allah SWT telah memberi 

manusia banyak nikmat, salah satunya adalah keinginan untuk 

berhubungan seksual. Meskipun demikian, insting ini akan 

berdampak negatif jika tidak memiliki frame yang dapat 

membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi 

insting tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Karena 

banyaknya perilaku menyimpang seperti perzinaan dan kumpul 

kebo, dekadensi moral muncul. Ini pasti akan merusak dasar rumah 

tangga dan menyebabkan banyak penyakit fisik dan mental (Al-

Turmuzi, tt: 393 III). 

4. Menjadikan wanita melaksanakan tanggung jawabnya sesuai 

dengan kebiasaannya sebagai wanita. Dengan kata lain, pernikahan 

memungkinkan seorang wanita untuk melakukan tugas dan peran 

yang dianggap sesuai dengan sifatnya, seperti menjadi istri, ibu, 

dan ibu rumah tangga.  

Dalam konteks ini, wanita dianggap memiliki sifat-sifat bawaan 

yang memungkinkannya menjalankan peran-peran tersebut dengan 

baik. Pernikahan, menurut pandangan ini, membantu mengarahkan 

dan mendukung wanita dalam melaksanakan peran yang sesuai 

dengan kodrat keibuan, kelembutan, dan kasih sayang, yang dianggap 

sebagai bagian dari fitrah kewanitaannya. Namun, pandangan ini juga 

bisa dipahami secara lebih fleksibel dalam konteks modern, di mana 

peran wanita tidak terbatas pada ranah domestik, melainkan 

mencakup partisipasi yang lebih luas di berbagai aspek kehidupan 

sosial, ekonomi, dan politik. 
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Pengertian Khitbah  
Dalam bahasa Arab, istilah khitbah memiliki arti yang sama dengan 

peminangan, berasal dari kata وخطيبة خطبا – يخطب – خطب , yang berarti 

permohonan kepada seorang wanita untuk dinikahi sesuai dengan 

cara-cara yang umum dalam masyarakat. Proses khitbah ini tidak 

dilakukan langsung kepada wanita tersebut tanpa melibatkan 

ayahnya yang bertindak sebagai wali. Sebab, pada dasarnya, ketika 

ada maksud untuk menikahi seorang wanita, keputusan tersebut 

bergantung pada persetujuan ayahnya (Ahmad, 2011). 

Abu Zahrah menyatakan bahwa khitbah adalah permintaan yang 

diajukan oleh seorang laki-laki kepada wali atau langsung kepada 

seorang perempuan dengan tujuan untuk menikahinya (Abu Zahrah, 

1950).  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sayyid Sabiq mendefinisikan 

khitbah sebagai permohonan seorang laki-laki untuk menikahi 

seorang wanita melalui cara-cara yang umum dan dikenal baik di 

kalangan masyarakat (Sayyid Sabiq: 2001).  

Peminangan itu dituntunkan dalam hukum Islam dengan dua cara 

yaitu: 

1. Khitbah Sharih, yaitu peminangan yang dilakukan secara langsung 

dan jelas, misalnya ketika seorang laki-laki berkata, "Saya ingin 

menikahi Fulanah." 

2. Khitbah Ta'ridh, yaitu peminangan yang dilakukan secara tidak 

langsung atau dengan sindiran, seperti ketika seorang laki-laki 

mengatakan, "Sesungguhnya, kamu adalah wanita yang baik untuk 

dinikahi.".   

 

Dasar Hukum Khitbah 

1. Dasar Hukum Khitbah dari Alquran 

Landasan hukum atau dasar hukum yang bisa dijadikan patokan 

tentang hukum khitbah terdapat dalam firman Allah pada QS Al-

Baqarah ayat 235 yang berbunyi: 

ا
َ
مْ ْْجُنَاحَْْْوَل

ُ
ك ي 

َ
مَاْْْعَل تُمْ ْْفِي  ض  ْْْبِهْ ْْعَرَّ بَةِْْْمِن  سَاءِْْْۤخِط  ِ

وْ ْْالن 
َ
تُمْ ْْا نَن 

 
ك

َ
ْ ْْا ْْفِي 

مْ 
ُ
ن فُسِك

َ
مْ ْالٰلُّْْعَلِمَْْْۗا

ُ
نَّك

َ
نَهُنَّْْا رُو 

ُ
ك ْْسَتَذ  كِن 

ٰ
اْوَل

َّ
هُنَّْْل اْتُوَاعِدُو  اْ ْسِرًّ

َّ
ْْاِل ن 

َ
ْْا
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Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi saw. memerintahkan salah 

seorang anggota keluarga Anshar untuk menikahkan putrinya dengan 

sahabat Bilal, yang pada awalnya mereka tolak meskipun status 

mereka tidak setara (al-Zuhaili: 1985). 

Pendapat kedua, adalah mayoritas ulama, diantaranya Imam 

empat mazhab mengemukakan bahwa kafaah merupakan syarat 

keharusan atau keniscayaan dalam pernikahan, namun bukan menjadi 

syarat sah pernikahan. Mayoritas ulama berargumentasi dengan 

adanya riwayat yang menunjukkan bahwa kafaah merupakan suatu 

keniscayaan dalam pernikahan, diantaranya adalah Atsar Sahabat 

Umar ra bahwasanya beliau melarang bangsa Arab menikahi budak 

(HR. Ibn Abi Syaibah).  

Argumentasi lainnya adalah bahwa secara rasional, hubungan 

suami istri yang harmonis umumnya tercipta ketika kedua belah pihak 

merupakan pasangan yang setara. Namun, dari sudut pandang laki-

laki, dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga, status sosial istri 

menjadi kurang penting karena suami, sebagai kepala rumah tangga, 

akan membawa status sosial istrinya. Sebaliknya, jika seorang laki-laki 

memiliki status sosial yang lebih rendah atau tidak setara dengan 

istrinya, maka ia mungkin tidak akan memiliki kewibawaan dalam 

rumah tangga tersebut (al-Zuhaili, 1985). 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa akad nikah tetap 

sah meskipun tidak ada kafaah. Meskipun demikian, wali berhak 

membatalkan pernikahan jika ia menganggap bahwa hal tersebut 

dapat menimbulkan mudharat bagi putri dan keluarganya. Dengan 

kata lain, kafaah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan 

pembatalan pernikahan. Sebaliknya, seorang wanita juga berhak 

mengajukan pembatalan jika walinya menikahkannya dengan lelaki 

yang tidak sekufu (al-Zuhaili, 1985). 
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Pengertian Perjanjian Perkawinan 
Definisi perjanjian menurut “Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yaitu 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 

tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut 

dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan 

“perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela 

(zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad). Sehubungan dengan hal itu, maka perlu untuk 

diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yaitu menjadi 

perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu pertama, 

perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat 

hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.(Widjanarko, 

2008) Kedua, menambah kata “saling” diantara kata lebih dan kata 

mengikatkan dirinya pada Pasal 1313 KUH Perdata.(Ramadhanny, 

2016) Sehingga menjadi demikian “suatu perbuatan hukum dengan 

mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih”. Penyempurnaan terhadap pengertian 

perjanjian ini mengartikan bahwa perjanjian dua belah pihak (timbal 

balik) atau perjanjian obligatoir yaitu dimana perjanjian mengikat 

masing-masing pihak yakni terdapat hak dan kewajiban pada masing-

masing pihak. 

Definisi perkawinan menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  

Hal ini mengartikan bahwa perkawinan merupakan sebuah 

perikatan yang lahir karena perjanjian, sebab sebuah perkawinan 

lahir ketika syarat-syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. 

Perkawinan sebagai sebuah perjanjian merupakan perbuatan hukum 

yang sifatnya mengikat bagi suami dan istri serta tunduk pada Buku 

III KUH Perdata.   
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Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan yaitu 

sebagai berikut :  

1. Menurut Salim H.S, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang 

dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat 

perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan 

terhadap harta kekayaan mereka. 

2. Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian 

mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka 

yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh 

Undang- Undang (Isnaeni, 2016). 

3. Menuurut Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, 

perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan 

calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-

akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan (Abdullah, 

2017). 

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian perkawinan di atas 

maka perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

hukum yang merupakan perjanjian dua belah pihak sebab perjanjian 

perkawinan dapat lahir karena adanya persetujuan dari kedua belah 

pihak yakni suami dan istri. 

 

Perjanjian Perkawinan menurut Peraturan Perundang-

undangan 

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-

undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk 

Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun l974 mengenai 

Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang 

Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja 

Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Arief, 2017). 

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh 

kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat 
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Penjelasan membahas tentang perkawinan banyak dimuat dalam 

Al-Qur’an dan hadits, namun aturan penjelasan teknisnya hanya 

dijelaskan dalam hadits. Perkawinan dianggap sah oleh syara’ apabila 

memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan (Sulaiman Rasjid, 2005). 

Mengandung arti bahwa keduanya merupakan sesuatu yang 

harus diadakan dan tidak boleh tertinggal salah satu diantar rukun 

dan syarat perkawinan tersebut adalah wali dan saksi. Kehadiran 

keduanya suatu keharus dalam proses akad nikah diselenggarakan. 

 

Wali dalam Perkawinan 

1. Pengertian Wali Nikah dalam Islam 

Asal kata “wali” dari bahasa Arab yaitu  ولي bermakna pemilik kuasa 

(Wahbah az-Zuhaili, 2011). Dalam kamus fiqih wali bermakna 

pertolongan, kekuasaan, kekuatan, bermakna orang yang memiliki 

kekuasaan (Abdul Madjieb, 1994). 

Dari segi istilah pengertian wali dalam perkawinan ialah wali 

adalah orang-orang yang masih kerabat yang berhubungan tali 

kekeluargaan dengan perempuan yang akan dinikahi (Amir 

Syarifuddin, 2006). Dalam pengertian Hasan Muarif Ambary, wali 

nikah adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk 

melangsungkan akad tanpa harus ada persetujuan dari orang di 

bawah perwaliannya (Hasan Muarif Ambary, 1994). Pengertian 

diatas sejalan dan dipertegas dalam KHI bahwa wali nikah ialah 

seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni 

muslim, aqil, dan baligh.  

 

2. Syarat-Syarat Wali Nikah dalam Islam 

Syarat-syarat seorang yang harus dipenuhi sebagai wali ialah: 

a. Beragama Islam, maksudnya orang non muslim tidak sah 

menjadi wali untuk pernikahan muslim 

b. Orang harus merdeka (bukan seorang budak). 

c. Laki-laki (tidak boleh perempuan). 

d. Baligh 

e. Berakal sehat. 

f. Tidak sedang melaksanakan ihram untuk haji dan umroh. 
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persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang 

demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada 

Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya  

 

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Daruqutni 

 ٍّ  وَشَاهِدَيْ عَدْلٍّ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي 

Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang 

adil (HR. Daruquthni). 

 

4. Tujuan dan Hikmah Saksi Nikah dalam Islam 

a. Agar tidak menimbulkan prasangka buruk dan fitnah. 

b. Sebagai alat bukti pengingkaran, perselisihan salah satu pihak 

dikemudian hari.  

c. Agar menampakkan, menyiarkan dan menunjukkan khalayak 

ramai keagungan sebuah akad pernikahan 

 

 

 

 

************** 
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Pendahuluan 

Pernikahan merupakan salah satu momen sakral dalam kehidupan 

seseorang yang tidak hanya menyatukan dua individu saja, namun 

menyatukan kedua keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki dan 

perempuan. Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan memiliki berbagai 

bentuk dan tradisi yang banyak sekali ragamnya, salah satunya adalah 

ketika prosesi akad nikah. Setiap daerah memiliki cara yang unik 

dalam melaksanakan prosesi akad nikah, mulai dari penggunaan 

bahasa daerah dalam prosesi, hingga adat istiadat yang menyertainya. 

Misalnya, di beberapa daerah, dalam pelaksanaan akad nikah 

dilakukan dengan berbagai macam upacara adat yang melibatkan 

berbagai ritual serta simbol-simbol budaya yang telah dilaksanakan 

secara terus menerus.       

Maka dari itu, untuk memahami akad nikah secara komprehensif, 

penting untuk mengkaji pengertian dan pelaksanaannya di Indonesia, 

yang kaya akan beragam tradisi dan praktik budaya. 

Akad nikah adalah prosesi yang mengikat secara hukum dan 

agama antara calon pengantin pria dan wanita untuk hidup bersama 

sebagai suami istri. Pelaksanaan akad nikah di Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, yang merupakan agama 

mayoritas di negara ini.  

Proses ini melibatkan ijab dan qabul, di mana calon pengantin 

pria mengucapkan ijab atau tawaran pernikahan, dan calon pengantin 

wanita memberikan qabul atau penerimaan. Hal ini tidak hanya 

menjadi simbol kesepakatan antara keduabelah pihak, namun 

menjadi dasar sahnya pernikahan menurut hukum islam. Selain itu, 

dalam prosesi akad nikah juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan 

tradisi yang kaya di Indonesia.  

Secara etimologi, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab "nakaha-

yankihu-nikahan" yang berarti mengumpulkan, menghimpun, atau 

mengadakan janji (Widyastuti, 2022). Sedangkan menurut istilah, 

nikah didefinisikan sebagai "akad yang menghalalkan pergaulan 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan 

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya" (Tamam & 

Ismawati, 2022). Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974, pernikahan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara 
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Akad nikah bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah 

manifestasi komitmen, tanggung jawab, dan cinta antara pasangan. 

Penting untuk memahami dan melaksanakan semua syarat serta 

rukun yang berlaku agar pernikahan sah dan diakui secara hukum.  

Pernikahan adalah ikatan yang suci dan berharga. Oleh karena itu, 

setiap individu harus melaksanakan prosesi ini dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab, serta menghormati nilai-nilai budaya 

dan agama yang ada. Dengan demikian, diharapkan pernikahan dapat 

membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak serta 

keluarga besar. 

 

 

 

************** 
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Pendahuluan 

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan 

dalam kehidupan bermasyarakat untuk melestarikan, menjaga atau 

meneruskan kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk 

menjadikan manusia berada dalam status hamba yang senantiasa 

mengingat Allah. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Dzarita 

(51:49}: 

  تذَكَهرُوْنَ  لعََلهكُمْ  زَوْجَيْنِ  خَلقَْناَ شَيْء   كُلِّ  وَمِنْ 
“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah)”. 

 

Dalam tradisi perkawinan, ada upacara yang disebut walîmat al-

'ursry atau selanjutnya disebut sebagai pesta yang mengiringi 

rentetan acara perkawinan. Tradisi ini dilaksanakan tujuannya 

memberitahu masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi 

suami istri, juga sebagai ungkapan rasa syukur dari pihak keluarga 

kedua belah pihak atas dilangsungkannya perkawinan. 

Islam memberdayakan perayaan perkawinan, atau walimah al-

’ursy, sebagai adat istiadat sosial. Perkawinan merupakan peristiwa 

penting dalam kehidupan, dan bisa menjadi ikatan "mitsaqan 

ghalidzo", dan peristiwa suci yang mengandung hubungan dengan 

Allah SWT dan merupakan kerangka, ibadah, penghormatan 

terpanjang yang terpisah dari hubungan dengan usaha-usaha yang 

bersifat duniawi. Untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan 

rahmah, perkawinan bisa menjadi kontrak atau kesepakatan antara 

seorang pria dan seorang wanita. 

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk 

keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan kehangatan. Dalam 

ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk 

mengadakan walimah al-'urys, atau pesta perkawinan, untuk 

merayakan dan mengumumkan perkawinan tersebut. Dalam Islam, 

pesta perkawinan disebut walimah al-’ursy. Hal ini menjadikan dasar 

pemahaman tentang status hukum yang menyangkut dengan acara 

walimahan atau pesta perkawinan. Walimah al-’ursy merupakan 

perayaan yang mempunyai kedudukan hukum sunnah muakad, 
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berarti mengadakannya juga wajib. Dugaan ini ditolak, pada 

dasarnya dengan mengibaratkan ibrah yang disyariatkan 

mengucapkan walimah tidak wajib, sedangkan menanggapi 

walimah itu sendiri adalah wajib. Beberapa peneliti lain 

berpendapat bahwa walimah al-’ursy wajib dilakukan dengan 

mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda yang mengisyaratkan “Setiap pernikahan 

wajib diadakan walimah”. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 

Asakir. Maka jawaban hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil 

karena sanadnya lemah dan tidak kokoh. 

Walimah bisa jadi merupakan sunnah. Hal ini sesuai dengan 

hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah 

SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf yang artinya: 

"Adakanlah walimah, sesungguhnya dengan seekor kambing". 

Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa walimah merupakan 

sesuatu yang sunnah dan tidak wajib. Berdasarkan kesimpulan 

para peneliti yang diperkuat dengan dalil-dalil syariat tentang 

kehalalan walimah al-’ursy, maka dapat disimpulkan bahwa 

mengadakan walimah al-’ursy hukumnya sunnah muakkadah, 

yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 

Walimah dapat dilakukan kapan saja. Bisa setelah akad nikah 

dilaksanakan dan bisa juga ditunda beberapa waktu hingga 

berakhirnya hari-hari mesra pasangan. Akan tetapi, yang 

diutamakan adalah tiga hari setelah akad nikah (Abdul Baqi, 2016: 

128). Meskipun demikian, tidak ada pantangan khusus untuk 

melaksanakannya, namun lebih dianjurkan untuk melaksanakan 

walimah ursy setelah akad nikah, yaitu setelah kedua mempelai dan 

kedua mempelai berhubungan badan setelah akad nikah. 

Umumnya berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW, yang juga tidak pernah melaksanakan walimah 

ursy kecuali setelah akad nikah. 

 

Tamu Undangan Dalam Walimah Al-Ursy 
Dalam pelaksanaan acara walimah Al-Ursy yang telah disyariatkan 

oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu memisahkan tamu perempuan dari 

tamu laki-laki agar tidak terjadi ikhtilath (campur baur) di dalamnya. 
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Pendahuluan  

Perkawinan ialah sebuah hal yang vital serta menjadi bagian 

kehidupan masyarakat, sebab selain sebuah perkawinan menjadi 

sarana dalam menciptakan keluarga, juga mengandung makna terkait 

hubungan antar manusia tetapi terkait juga dengan hubungan dari sisi 

keperdataan. Selain itu, sebuah perkawinan mengandung unsur yang 

sakral yaitu terkait hubungan manusia dengan yang Maha Kuasa. Oleh 

sebab itu, ketika akan melaksanakan sebuah  perkawinan wajib 

dipenuhi terkait dengan persyaratan materiil dan formil serta rukun 

dari perkawinan, perkawinan wajib untuk didaftarkan di hadapan 

Pegawai Pencatat Perkawinan atau lembaga catatan sipil demi 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terbentuknya 

sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah ialah 

sebuah anugerah serta harapan bagi pasangan suami dan istri. Pasti 

semua pasangan mempunyai harapan yang baik atas kekalnya 

hubungan perkawinan yang terjadi, tetapi semakin lama 

berlangsungnya perkawinan tidak jarang terjadi sebuah 

permasalahan kecil atau bahkan bisa menjadi semakin besar jika tidak 

bisa segera terselesaikan dengan kepala dingin oleh kedua pasangan, 

karena ini yang disebut dengan bumbu-bumbu dalam rumah tangga. 

Bagi pasangan yang tidak mampu menangani permasalahan rumah 

tangga ini berakibat pada keputusan untuk mengakhiri hubungan 

rumah tangga, seperti halnya putusnya perkawinan yang disebabkan 

oleh adanya perceraian atau sebab lain yang memang ditentukan oleh 

pihak ketiga yaitu hakim dalam kaitannya pembatalan perkawinan 

karena sebab tertentu yang dilarang oleh hukum.  

Terkait dengan salah satu sebab putusnya perkawinan 

disebabkan adanya pembatalan perkawinan, yang dikenal dengan 

istilah fasakh dalam hukum Islam yang mempunyai arti merusak atau  

membatalkan sebuah perkawinan yang telah terjadi di antara suami 

dan istri pasca dilangsungkan akad nikah. Suatu hubungan 

perkawinan bisa dilakukan pembatalan jika tidak terpenuhinya 

persyaratan perkawinan dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan atau bisa disebut (UUP), tetapi 

apabila  perkawinan sudah terlaksana, maka hubungan perkawinan 

itu bisa dibatalkan (Darwis, 2020). 
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tidak hadirnya seseorang, adanya pisah meja dan ranjang yang 

terjadi pada kedua pasangan, dan juga adanya perceraian yang 

terjadi(Mandey et al., 2021). 

 

2. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan 

  Adanya alasan kematian sebagai dasar putusnya perkawinan 

menimbulkan akibat hukum seperti yang  diatur dalam KHI pasal 

96 ayat (1) dan (2), dapat disimpulkan isinya yaitu harta bersama 

yang ditinggalkan oleh si yang meninggal, menjadi hak waris bagi 

si pihak yang hidupnya lebih lama, dalam hal terdapat hutang yang 

terjadi antara suami atau istri atau disebabkan salah satu pihak, 

terkait dengan utang ini dalam pembagian harta bersama harus 

ditangguhkan hingga adanya kepastian hukum mengenai kematian 

pihak tersebut atau berdasarkan putusan pengadilan agama yang 

berkekuatan hukum tetap. Selain akibat hukum putusnya 

perkawinan akibat kematian, terdapat akibat hukum dengan alasan 

perceraian baik diajukan oleh pihak suami atau istri sebagaimana 

yang diatur dalam UUP diantaranya yaitu adalah: 1) terkait dengan 

kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami dan istri seperti 

halnya seorang mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk  

memberikan nafkah serta berhak untuk menentukan beban 

kewajiban bagi mantan istri, mantan suami diperbolehkan untuk 

menikah kembali pasca perceraian tanpa adanya masa tunggu, 

tetapi untuk mantan istri baru bisa diperbolehkan  menikah 

kembali jika sudah melewati masa iddah sesuai aturan undang-

undang serta agama masing-masing. 2) pembagian terhadap harta 

bersama yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan undang- 

undang atau KUHPER dapat dibagi untuk suami dan istri. 3) 

terhadap anak, kewajiban selaku orang tua masih melekat terhadap 

anak demi melindungi hak dan kepentingan si anak. Tetapi jika 

anak tersebut masih berada pada usia di bawah 12 tahun maka hak 

asuh anak akan diberikan kepada ibunya sesuai putusan 

pengadilan dan peraturan yang berlaku, tetapi jika anak telah 

memasuki usia dewasa, anak dapat menentukan pilihan untuk 

hidup bersama ibu atau bapaknya kelak(Nelwan, 2019). 
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Pendahuluan  
Dalam perkawinan Islam, mahar bukanlah rukun perkawinan, tetapi 

hanya sebatas kewajiban. Karena itu, tanpa ada mahar pun 

pernikahan tetap sah. Membayar mahar dengan skema hutang pun 

pada akhirnya bisa menjadi opsi bagi yang masih belum memiliki uang 

mahar.  

Hal yang esensial dalam mahar adalah mengenai jumlah dan 

bentuk mahar. Jika membicarakan jumlah berarti ini melihat seberapa 

banyak mahar yang diberikan, baik karena kemampuan pribadi laki-

laki atau tuntutan tradisi lokal. Jika menyoroti bentuk mahar, sisi 

kualitas lah yang diperhatikan. Kuantitas dan kualitas memiliki 

dampak yang berbeda. Kuantitas hanya memperhatikan jumlah tanpa 

mempertimbangkan kualitas yang bisa memberikan manfaat dalam 

jangka pendek dan panjang. Sementara kualitas mahar membicarakan 

kemanfaatan jangka panjang meskipun jumlahnya tidak besar. 

Kenyataannya, kualitas mahar sering dikaitkan dengan jumlah yang 

besar. 

Tulisan ini secara singkat mengungkap esensi mahar dalam 

perkawinan dan seperti apa perdebatan standar jumlah dan kualitas 

mahar. Karena itu, tulisan ini juga akan mengungkap tentang konflik 

mahar yang terjadi di Indonesia. Di titik inilah tulisan ini menyajikan 

perspektif yang berbeda dari umumnya tulisan mahar. 

 

Esensi Mahar dalam Perkawinan Islam 

Pada masa Jahiliyyah, hak-hak perempuan, khususnya dalam 

pernikahan dan keluarga, sangat dibatasi. Salah satu aspek penting 

yang dirampas dari perempuan adalah mengenai mahar, yang 

merupakan bagian penting dari perjanjian pernikahan. Praktik ini 

jelas mereduksi sekaligus membatasi kemandirian dan otonomi 

perempuan, karena keputusan tentang pernikahan, termasuk 

pengaturan mahar, sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga—sering 

kali oleh sang ayah. Al-Zamakhsyari, seorang ulama Islam terkemuka, 

mencatat bahwa ketika seorang bayi perempuan lahir, kebiasaan 

masyarakat setempat adalah memberikan ucapan selamat kepada 

ayahnya, dengan harapan bahwa anak perempuan tersebut suatu hari 

nanti akan membawa manfaat bagi keluarga, terutama melalui 
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Beberapa bukti konflik mahar di atas menggambarkan bagaimana 

wali cenderung mengintervensi hak perempuan dan memanfaatkan 

posisi perempuan sekaligus. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa 

publik menyadari pentingnya potensi mahar produktif untuk 

kepentingan ekonomi, tetapi di sisi lain juga dimanfaatkan untuk 

kepentingan eksploitatif. Fakta ini akhirnya membawa wajah institusi 

perkawinan Islam kembali ke era kemunduran.  

 

Kesimpulan 

Tulisan ini secara singkat menegaskan bahwa mahar adalah perkara 

inheren dalam pernikahan dalam rangka menunjukkan dan 

mewujudkan komitmen rumah tangga yang bahagia dengan prinsip 

perlindungan. Tujuan ini akan lebih ideal jika diiringi dengan 

merealisasikan pemenuhan mahar yang bernilai produktif sehingga 

berdampak signifikan dalam mencapai pemberdayaan ekonomi bagi 

perempuan dan keluarga. Konflik-konflik mahar yang didasarkan atas 

nama kekuasaan dan lainnya seharusnya dihindari untuk 

mewujudkan tujuan utama mahar dan menjaga marwah institusi 

perkawinan Islam. 
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Manusia, yang diciptakan sebagai makhluk paling sempurna oleh 

Allah SWT serta ditugaskan sebagai pemimpin di bumi, memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab untuk menaati aturan-aturan yang 

telah ditetapkan oleh-Nya. Salah satu ketentuan yang harus dijalankan 

adalah terkait pernikahan, beserta segala tanggung jawab yang 

muncul sebagai konsekuensi dari ikatan tersebut. 

Kebutuhan untuk menikah dan membangun keluarga yang 

harmonis merupakan salah satu kehendak alami manusia yang sesuai 

dengan sunnatullah. Namun demikian, banyak rumah tangga yang 

mengalami ketidakbahagiaan akibat kurangnya pemahaman tentang 

cara menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Pernikahan bukan semata-mata bertujuan untuk melanjutkan 

keturunan, tetapi merupakan sebuah ikatan sah antara dua individu 

dengan karakter, pemikiran, dan sifat yang berbeda, yang kemudian 

dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Dari 

penyatuan tersebut, muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah 

pihak, sehingga Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam 

firman-Nya agar manusia menyadari dan menjalankan hak serta 

kewajiban tersebut. 

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah 

tangga tak terlepas dari dasar hukum yang mengatur tentang 

hubungan perkawinan antar keduanya serta prinsip keadilan dan 

keseimbangn dalam mahligai rumah tangga. Di Indonesia, dasar 

hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut: UU Perkawinan) dan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut: KHI) bagi yang 

beragama Islam. 

Hak dan tanggung jawab suami istri adalah hal mendasar yang 

perlu dipahami oleh pasangan yang akan ataupun yang telah berumah 

tangga, meskipun seringkali pelaksanaannya diabaikan. Tidak hanya 

mengetahuinya sebagai teori, tapi perlu dan harus di praktekan. 

Seringkali, masalah dalam rumah tangga bermula dari minimnya 

pengetahuan terkait kewajiban serta hak masing-masing pasangan, 

bisa memicu ketidakadilan akibat ketidaktahuan atau kurangnya 

informasi, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam pernikahan 

(Anwar et al., n.d.).  
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proporsi masing-masing pasangan. Dalam pandangan Islam, 

pernikahan dianggap sebagai suatu tindakan yang mulia dan sakral, di 

mana setiap perilaku dalam hubungan suami istri diharapkan 

mengarah pada tujuan akhir yang lebih tinggi, yakni falah atau 

kebahagiaan di akhirat.  
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Pernikahan di Bawah Umur 

Pernikahan sangat  dianjurkan dalam agama Islam, sebab dengan 

adanya pernikahan maka akan tercipta kehidupan berumah tangga 

yang bahagia. Sebagaimana di dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21 

Allah berfirman. 

ْ م 
ُ
نَك بَْي 

َ
هَاْوَجَعَل ي 

َ
اِْل نُو  ا

ُ
ك تَس  ِ

 
لْ وَاجًا ز 

َ
اْ م 

ُ
ن فُسِك

َ
اْ ن  ْم ِ م 

ُ
ك

َ
لْ قَ

َ
ْخَل ن 

َ
اْ يٰتِه  

ٰ
اْ وَمِن 

نَْ رُو 
َّ
تَفَك ْيَّ م  قَو  ِ

 
ْل يٰت 

ٰ
ا
َ
ْذٰلِكَْل ْفِي  مَةًْۗاِنَّ رَح  ةًْوَّ وَدَّ ْمَّ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta 

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. 

 

Konsep pernikahan di dalam surah Ar-Rum adalah jaminan dari 

Allah SWT bagi orang yang menikah dengan adanya rasa ketenangan 

jiwa (tentram) bagi suami dan istri. Tentu pernikahan yang dimaksud 

dalam ayat ini telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam syariat 

Islam.  

Dalam pernikahan selain memperhatikan harta, cantik, 

keturunan dan agama juga tidak lupa satu Kafa’ah (kesepadanan) 

antara suami dan istri, walaupun ini tidak menentukan sah dan 

batalnya pernikahan. Penentuan sah dan batalnya pernikahan jika 

terpenuhi rukun-rukun nikah atau tidak. 

Ketentuan pernikahan anak di bawah umur dalam Islam 

merupakan perkara Khilafiah diantara para fuqaha. Hal ini 

berdasarkan adanya beberapa dalil yang mengindikasikan boleh atau 

tidak pernikahan anak di bawah umur. Dari dalil inilah menghasilkan 

Istinbath hukum yang berbeda. 

Pernikahan anak di bawah umur, jika dikembalikan kepada rukun 

nikah maka tidak ada permasalahan atau syarat ketentuan, artinya 

jika dikembalikan kepada rukun nikah maka kata-kata Baligh tidak 

ditemukan. Namun di dalam Alquran dan hadits terdapat beberapa 

dalil yang membolehkan nikah di bawah umur. 
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2. Perselisihan pendapat dengan adanya pernikahan Nabi 

Muhammad SAW bersama Aisyah ra, apakah ini merupakan 

kekhususan bagi nabi atau  ini berlaku untuk umum. 

3. Perselisihan pendapat dalam masalah khiayar (pilihan) setelah 

baligh. Mereka yang mentiadakan adanya Khiyar setelah baligh 

mereka melarang dari pernikahan dibawah umur. Sedangkan 

mereka yang membolehkan Khiyar setelah baligh, mereka 

berpendapat untuk membolehkan nikah di bawah umur. (Alqisi, 

2010) 

Perselisihan ulama dalam ketentuan balighnya seseorang 

sebagaimana dalam ayat حََتّٰى   اِذاَ بلََغُوا النِّكَاح berbagai pendapat, dan tidak 

dapat dipungkiri hal ini disebabkan argumentasi yang dimilikinya.  

Tetapi Jumhur ulama mengatakan bahwa balighnya anak-anak itu 

dengan adanya mimpi (berhubungan) sehingga keluar air mani, dan di 

dalam sunan Abu Daud diriwayatkan dari Ali;  

 “Tidak dikatakan yatim setelah mencapai usia baligh dan tidak boleh 

diam (tidak berbicara) seharian sampai waktu malam” (HR. Abu Daud) 

Atau balighnya seseorang itu setelah sampai umur lima belas 

tahun, Menurut imam Syaukani yang dimaksud حََتّٰى   اِذاَ بلََغُوا النِّكَاح adalah 

sampainya mimpi berhubungan, juga menurutnya tanda-tanda baligh 

itu pertumbuhan dari seseorang dan sampai umurnya lima belas 

tahun. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah juga selainya tidak 

menghukum baligh bagi orang yang belum mimpi berhubungan 

kecuali ia telah berumur tujuh belas tahun (Assyaukani, Fathul Qodir, 

Dar Ibnu Katsir). 

Menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah  dapat ditinjau 

dari beberapa aspek: (Rahim) Pertama,  pernikahan nabi bersama 

Aisyah adalah merupakan wahyu dari Allah SWT. 

Kedua, tidaklah dalam pernikahan nabi dengan Aisyah ketika 

berumur sembilan tahun sesuatu yang diingkari, sebab umur sembilan 

tahun itu sudah menjadi kebiasaan orang arab pada umumnya umur 

baligh. Ketiga, berkembangnya permasalahan ini ditengah para 

fuqaha bahwa batas minimal umur seorang perempuan adalah ketika 

ia haid, maka Muhammad bin Muqatil berkata:  batas minimal 

balighnya seorang wanita adalah umur sembilan tahun. 
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Pendahuluan 

Perkawinan merupakan salah satu syariat Islam yang sangat agung. 

Perkawinan dianggap sah apabila sebuah janji yang bersifat mitsaqan 

ghalizan telah diikrarkan agar kemudian dua insan yang tadinya 

terpisah kini dapat bersatu saling melengkapi dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga. Perihal insan yang dijadikan pasangan hidup 

ialah sosok yang dengannya seseorang itu merasa nyaman dan aman. 

Berdasarkan realita yang ada bahwa terkadang seseorang merasa 

nyaman pada orang yang berlatar belakang jauh berbeda, baik itu dari 

segi agama ataupun kewarganegaraan. Apabila terjadi perkawinan 

antara dua orang yang memiliki perbedaan baik itu dari segi agama 

ataupun kewarganegaraan, maka perkawinan tersebut dikenal 

dengan istilah perkawinan campuran. 

 

Pengertian Perkawinan Campuran 

Perkawinan campuran ialah perkawinan yang terjadi antara dua 

mempelai yang di bawah aturan hukum memiliki kewarganegaraan 

berbeda dimana salah satu mempelai seseorang yang berkebangsaan 

Indonesia melangsungkan perkawinan dengan seorang warga 

berkebangsaan negara lain (Zaldi & Tanjung, 2023). 

Undang-Undang Perkawinan pasal 57-59 mengemukakan 

bahwasanya perkawinan campuran yaitu perkawinan antar dua orang 

berbeda jenis namun keduanya terikat dalam ketentuan hukum yang 

berbeda yang disebabkan oleh kewarganegaraan yang berbeda dalam 

hal ini satu dari keduanya merupakan warga negara Indonesia, 

sehingga apabila terjadi perkawinan maka kewarganegaraan salah 

satunya dapat diubah atau dihilangkan. Undang-undang No.12 Tahun 

2006 pasal 7 mengemukakan bahwa pria Indonesia boleh menikahi 

wanita dari negara asing, begitupun sebaliknya perempuan Indonesia 

boleh dinikahi oleh laki-laki dari negara asing. 

Pada dasarnya perkawinan campuran dalam ruang lingkup 

internasional memiliki pengertian perkawinan yang terjadi dari 

orang-orang yang terikat oleh hukum yang berbeda dengan penyebab 

adanya perbedaan pada kewarganegaraannya. Kewarganegaraan 

yang berbeda seperti apabila terjadi perkawinan antar orang 
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dianggap sah dengan cara penetapan oleh pengadilan. Putusan 

inilah yang sering kali dijadikan sebagai rujukan yurisprudensi 

dalam menetapkan izin dan status perkawinan beda agama. 

Sikap pengadilan yang kerap kali mengabulkan permohonan 

beda agama menimbulkan perspektif baru dan kesimpangsiuran di 

tengah masyarakat terkait perkawinan beda agama. Hingga pada 

akhirnya di tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan 

SEMA No. 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan negeri 

mengabulkan permohonan nikah beda agama. SEMA ini 

menjelaskan bahwa 1. “Perkawinan yang sah adalah yang 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan 

itu, sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f UU No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan.” 2. “Pengadilan tidak mengabulkan 

permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang 

berbeda agama dan keyakinan.” Dengan terbitnya SEMA tersebut 

diharapkan dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial agar 

masyarakat menghindari perkawinan beda agama. Jikapun 

nantinya terdapat perkawinan beda agama yang dikabulkan 

permohonannya, maka hal tersebut dinilai hanya sebuah 

perjanjian yang bersifat administratif, namun secara hukum Islam 

perkawinannya dianggap tidak sah. 
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Pendahuluan 

Poligami dalam Islam adalah kebolehan yang telah disyariatkan 

dengan ketentuan tertentu. Istilah poligami sendiri mengacu pada 

praktik seorang pria menikahi lebih dari satu istri dalam satu waktu. 

Dalam ajaran Islam, praktik ini diatur dengan syarat-syarat yang 

sangat ketat, dan dibatasi hingga maksimal empat istri. 

Di banyak negara Muslim, poligami masih diperbolehkan secara 

hukum, meskipun terdapat variasi dalam penerapannya tergantung 

pada regulasi dan kondisi sosial budaya setempat. Praktik ini kerap 

menimbulkan perdebatan, terutama di negara-negara dengan 

mayoritas non-Muslim, di mana monogami menjadi norma yang lebih 

diterima. Namun, di dalam ajaran Islam, poligami hadir dengan 

tujuan-tujuan yang luhur, salah satunya adalah menjaga 

kesejahteraan sosial perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki 

perlindungan. 

Pada dasarnya, poligami diizinkan dalam Islam sebagai solusi 

untuk beberapa kondisi sosial tertentu. Hukum ini dijelaskan secara 

gamblang dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan 

menekankan pentingnya keadilan sebagai syarat utama dalam 

melaksanakan poligami. 

 

Hukum Poligami dalam Islam 

Dasar utama hukum poligami dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an, 

khususnya di Surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini secara eksplisit 

menyebutkan kebolehan seorang pria untuk menikahi lebih dari satu 

perempuan, namun dengan batasan dan ketentuan yang jelas. 

Sebagaimana dalam QS. al-Nisa/4:3. 

ْ تُمْ ْْوَاِن  اْْخِف 
َّ
ل
َ
اْْا سِطُو  يَتٰمٰىْْفِىْْْتُق 

 
اْْال مْ ْْطَابَْْْمَاْْْفَان كِحُو 

ُ
ك

َ
نَْْْل سَاءِْْْۤم ِ ِ

ْْالن 

نٰى ثَْْْمَث 
ٰ
ْْْْ وَرُبٰعَْْْوَثُل تُمْ ْْفَاِن  اْْخِف 

َّ
ل
َ
اْْا و 

ُ
دِل وْ ْْفَوَاحِدَةًْْْتَع 

َ
ْْْمَاْْْا ت 

َ
ك

َ
مْ ْْمَل

ُ
مَانكُ ي 

َ
ْْْۗا

نٰٓىْْذٰلِكَْ د 
َ
اْا

َّ
ل
َ
اْْۗا و 

ُ
ل ْتَعُو 

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan 
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keluarga. Seorang suami yang tidak memiliki kemampuan finansial 

yang cukup untuk menafkahi lebih dari satu istri dan anak-anak 

yang lahir dari pernikahan tersebut dapat menyebabkan 

kemiskinan dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan syarat-

syariat yang mengharuskan suami untuk mampu menafkahi istri-

istrinya dengan baik. 

Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi sering kali menyebabkan istri-istri dan anak-anak hidup 

dalam kondisi kemiskinan. Dalam banyak kasus, istri-istri dalam 

pernikahan poligami harus bekerja keras untuk menghidupi 

keluarga mereka karena suami tidak mampu memberikan nafkah 

yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan beban ganda bagi istri, 

yang harus mengurus rumah tangga sambil mencari nafkah.  

 

Kesimpulan 

Poligami dalam Islam adalah sebuah kebolehan yang diberikan 

dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Keadilan adalah syarat utama 

yang harus dipenuhi, dan tanpa itu, poligami tidak boleh dilakukan. 

Hikmah di balik kebolehan poligami adalah untuk melindungi 

perempuan dan menjaga keseimbangan sosial dalam kondisi tertentu. 

Meskipun poligami sering menjadi kontroversi dalam masyarakat 

modern, Islam memberikan landasan yang kuat bagi praktik ini 

dengan tujuan menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat. 
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Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan sebuah institusi penting dalam kehidupan 

sosial, yang secara umum diartikan sebagai kehidupan bersama 

antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan perkawinan (Projodikoro, 

Wirjono.,1974). Definisi lain menyebut perkawinan sebagai suatu 

tindakan hukum yang dilaksanakan dengan maksud untuk hidup 

bersama secara kekal antara dua individu berjenis kelamin berbeda, 

dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan 

didasarkan pada hukum sipil yang berasaskan monogami. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa 

perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita yang sah sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan pada 

keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini 

menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan formal, 

tetapi juga mengandung unsur spiritual yang kuat. 

Dari definisi yang ada, terdapat lima unsur utama yang dapat 

diidentifikasi dalam pengertian perkawinan, yaitu: 

1. Adanya ikatan lahir dan batin; 

2. Melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan; 

3. Memiliki status sebagai suami dan istri; 

4. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; 

5. Didasarkan pada keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, Yahya Harahap menguraikan unsur-unsur perkawinan sebagai 

berikut (Harahap, M. Yahya.,1975): pertama, perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri; 

kedua, ikatan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera; ketiga, dasar dari 

ikatan lahir batin serta tujuan perkawinan yang kekal itu adalah 

keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kata "ikatan" dalam perkawinan memiliki arti sebagai hubungan 

yang tidak terlihat secara fisik, tetapi memiliki makna mendalam yang 

tidak bisa diabaikan. Meskipun ikatan ini tidak tampak secara nyata, 

namun ia sangat penting dan wajib ada untuk menopang kehidupan 

perkawinan. Tanpa ikatan yang kuat, baik secara lahir maupun batin, 
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manusia. Muamalah yang baik ini dapat terjalin baik salah satu 

diantaranya karena pencatatan perkawinan, urusan perdagangan, 

utang piutang dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 

bahwa alat bukti tertulis statusnya lebih benar dan adil di sisi Allah 

SWT, dan dapat menguatkan persaksian sekaligus dapat 

menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber 

hukum yang dijadikan rujukan untuk memahami hukum pencatatan 

nikah dan pentingnya dalam bermuamalah yaitu untuk menghindari 

adanya penyalahgunaan atau menghindari mudharat apabila tidak 

ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut, maka 

pencatatan akad nikah hukumnya menjadi wajib. Tujuannya adalah 

selain menjadi alat bukti tertulis, pencatatan perkawinan juga menjadi 

alat yang digunakan untuk keberlanjutan setelah melaksanakan akad 

nikah. Dengan adanya alat bukti tertulis ini maka pasangan suami istri 

dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti 

tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah 

tangga, terutama sebagai alat bukti paling sahih dalam pengadilan 

agama. 

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan, baik menurut hukum 

positif di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan, maupun 

berdasarkan Hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting. 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan keteraturan 

dalam perkawinan di masyarakat, baik perkawinan yang mengikuti 

hukum Islam maupun yang tidak. Selain itu, pencatatan ini juga 

berfungsi untuk menjaga keabsahan hukum dari berbagai aspek yang 

muncul dalam hubungan perkawinan. Dengan adanya pencatatan, 

akan diterbitkan akta nikah yang diberikan kepada masing-masing 

pasangan, suami dan istri. Akta ini dapat menjadi bukti penting bagi 

salah satu pihak apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan, 

sehingga hak-hak yang seharusnya diterima dapat dipenuhi 

(Zainuddin Ali, 2006). 
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Pembaruan Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim 

Hukum perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam 

kehidupan umat Islam, yang diatur secara mendalam oleh syariat 

Islam. Namun, implementasi hukum perkawinan Islam berbeda-beda 

di setiap negara, tergantung pada sejarah, budaya, politik, dan sistem 

hukum negara tersebut. Membahas perbandingan penerapan hukum 

perkawinan Islam di Indonesia dengan beberapa negara Muslim, 

seperti di Timur Tengah: Arab Saudi, Mesir, Sudan, dan di Asia 

Tenggara: Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan 

Vietnam. Tulisan ini akan fokus pada aspek-aspek utama seperti 

pembaruan hukum perkawinan, minimal usia kawin, pencatatan 

perkawinan, poligami, proses perceraian, hak-hak suami istri, dan 

warisan.   

Tahir Mahmood menjelaskan bahwa ada tiga sikap di negara-

negara terkait modernisasi hukum keluarga Islam. Pertama, negara-

negara yang masih menerapkan hukum  keluarga Islam klasik, seperti 

Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Afghanistan, dll, berbagai buku ajar klasik 

yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di negara tersebut. Kedua, 

negara-negara yang memberlakukan hukum keluarga  sekuler berasal 

dari hukum Eropa atau berdasarkan hukum  dan peraturan negara 

tersebut, misalnya Albania, Turki, Tunisia, Aljazair. Ketiga, negara-

negara yang memberlakukan Hukum Keluarga Islam yang sudah 

diperbarui secara moderat, misalnya Yordania, Maroko, Malaysia, 

Brunei dan Indonesia. (Tahir Mahmood, 1972, 3-8).  

Bentuk tipologi pembaruan hukum keluarga di negara-negara 

muslim dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni: (1) 

Progresif, pluralistik, dan extradoctrinal reform, seperti di Turki, dan 

Tunisia telah mempraktikkan hukum perkawinan sangat liberal (2) 

Adaptif, unifikatif, dan intradoctrinal reform, seperti di Indonesia, 

Malaysia, Maroko, Aljazair dan Pakistan. (3) Adaptif, unifikatif dan 

introdoctrinal reform, seperti di Iraq, Sudan, dan (4) tipe progresif, 

unifikatif dan extradoctrinal reform, seperti di Somalia dan Aljazair.   

Tujuan lain reformasi hukum keluarga di negara-negara mayoritas 

berpenduduk Muslim ada beberapa faktor karakteristik dan kondisi 

kontekstual yang melatarbelakanginya, seperti penyeragaman 

hukum, penyatuan hukum (unifikasi) ini terjadi karena konteks 
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syariat dan hukum nasional. Jika dibandingkan, terdapat beberapa 

kesamaan dan perbedaan utama dalam penerapan hukum 

perkawinan Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand 

Selatan: 

1. Kesamaan: Semua negara membolehkan poligami dengan syarat 

ketat, mengatur perceraian melalui pengadilan agama atau syariah, 

dan mendorong pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum.  

2. Perbedaan: Brunei menerapkan hukum syariah lebih 

komprehensif dan ketat dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Thailand Selatan memiliki keterbatasan dalam penerapan hukum 

Islam secara penuh karena wilayah Muslim berada di bawah 

negara dengan mayoritas non-Muslim. Indonesia dan Malaysia 

memiliki kesamaan dalam pembatasan usia perkawinan dan 

kewenangan pengadilan agama/syariah, namun Malaysia lebih 

terdesentralisasi dengan perbedaan aturan di setiap negara bagian. 

Penerapan hukum perkawinan Islam di Asia Tenggara 

mencerminkan keberagaman dalam cara setiap negara mengadopsi 

dan menyesuaikan hukum syariah dengan konteks sosial, politik, dan 

budaya masing-masing. Meskipun berbasis pada prinsip syariah yang 

sama, perbedaan dalam struktur hukum, peraturan usia perkawinan, 

dan kebijakan poligami mencerminkan perbedaan pendekatan hukum 

di tiap negara. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan 

dalam penerapan hukum perkawinan Islam, sedangkan Brunei 

menerapkan syariah secara lebih ketat, dan Thailand Selatan 

menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum Islam di 

negara mayoritas non-Muslim.  
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